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BAB II

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP

TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG
A. Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang, Dikaitkan Dengan Asas Ultimum Remedium
Di dunia ini manusia atau masyarakat terikat oleh suatu peraturan hidup yang disebut norma, tanpa atau disertai sanksi bilamana seseorang melanggar suatu norma, maka orang akan mengalami sanksi yang berbagai macam sifat sanksi dan beratnya dari sanksi tersebut. Dengan adanya norma-norma tersebut dirasakan adanya penghargaan dan perlindungan terhadap diri sendiri dan kepentingan-kepentingannya, dengan demikian, norma itu mempunyai tujuan supaya kepentingan masing-masing atau warga masyarakat menjadi damai. serta masyarakat terpelihara dan terjamin.

Menurut Munir Fuady mengatakan :
 
Kegiatan Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) secara Universal dewasa ini telah digolongkan sebagai suatu Tindak Pidana yang tergolong dalam White Collar Crime. Dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang ini untuk dapat melakukan pemutihan uang dilakukan secara jelas dengan cara illegal.

Tindak Pidana Pencucian Uang dapat ditinjau dari kaidah hukumnya dan dapat ditinjau pula dari segi yuridisnya yaitu dengan memakai KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 2010, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menurut Yudha Pandu bahwa :

Dalam Undang-Undang RI No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. mengatakan bahwa Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan menempatkan, mentransfer,membayarkan, menyumbangkan, menitipkan, membawa keluar negeri, menukarkan atau perbuatan lainnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan harta kekayaan sehingga seolah-olah menjadi harta kekayaan yang sah.
Beberapa jenis Tindak Pidana Pencucian Uang dalam suatu tindak pidana menggunakan asas ultimum remedium, karena asas ultimum remedium adalah jalan terakhir yang harus ditempuh dalam proses peradilan Tindak Pidana Pencucian Uang. Karena Asas Ultimum remedium dalam Tindak Pidana Pencucian Uang sebagai penentu pidana dalam Undang-undang untuk suatu tindakan pidana karena alat penegak hukum atau Undang-undang No.8 Tahun 2010 tidak serasi lagi.
Proses Tindak Pidana Pencucian Uang dengan menggunakan alat pamungkas atau yang disebut asas Ultimum remedium untuk dapat menegakkan hukum Pidana dan penentuan pidana dalam undang-undang untuk tindakan tertentu harus sedemikian rupa, karena alat penegak hukum atau sanksi lainnya sudah tidak serasi, maka diberlakukanlah Asas Ultimum Remedium untuk suatu Tindak Pidana Pencucian Uang.

Asas ultimum remedium adalah suatu jalan terakhir yang ditempuh dalam proses pengadilan. Diterapkannya asas ultimum remedium dalam Tindak Pidana Pencucian Uang karena asas tersebut dalam pidana adalah sebagai alat pamungkas untuk menegakkan hukum.

Asas ultimum remedium juga sebagai tindak pidana dalam undang-undang untuk suatu tindakan tertentu yang harus sedemikian rupa, karena alat penegak hukum atau sanksi lainnya sudah tidak serasi lagi atau tidak dipakai.

Jenis-jenis suatu tindak pidana yang dilihat dari suatu asas Ultimum Remedium dapat merupakan pelanggaran-pelanggaran yaitu :

1. Norma hukum perdata.
2. Hukum tata negara.
3. Hukum administrasi.
4. Hukum agama.
5. Hukum adat atau hukum kebiasaan.
Asas Ultimum remedium dipakai dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang karena adanya batasan tertentu dalam suatu tindakan yang merupakan pelanggaran norma hukum tersebut tidak perlu diadakan ketentuan pidana, tetapi jika melampaui batas tertentu maka asas ultimum remedium sudah perlu diadakan diberlakukan untuk suatu Tindak Pidana Pencucian Uang.

Selanjutnya ruang berlakunya Undang-Undang Pidana baik tentang pencucian uang ataupun tentang hukum pidana secara umum dapat berlaku bagi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang, hal ini dapat dilihat dan diatur dalam Pasal 2 KUHP yang membahas tentang ketentuan pidana dalam peraturan perundangan-undangan dalam suatu Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia yang berlaku bagi setiap orang yang melakukan Tindak Pidana Pencucian Uang dalam wilayah Republik Indonesia. Jadi ketentuan Pidana di Indonesia berlaku bagi semua penduduk Indonesia baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Asing yang berdomisili di Indonesia.
Berlakunya ketentuan Pidana di Indonesia yang digambarkan dalam Pasal 3 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang berlaku, telah diperluas dengan adanya asas yaitu perluasan wilayah yaitu :

1. Aturan Pidana Indonesia akan diberlakukannya untuk Tindak Pidana yang dilakukan di atas kapal atau pesawat udara Indonesia yang sedang berada di Luar Negeri. Ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar Indonesia yang diatur dalam Pasal 4 KUHP melakukan kejahatan yang diatur dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 110, Pasal 111 bis ke-1, Pasal 127 dan Pasal 131 KUHP yang menyangkut kejahatan terhadap keamanan Negara.
2. Pasal 7 KUHP yang menyatakan bahwa ketentuan Pidana dalam Undang-Undang Indonesia berlaku bagi pegawai Negeri Indonesia pegawai negeri sipil dan tentara nasional Indonesia atau polisi republik Indonesia (PNS dan TNI atau POLRI) yang berada di luar Indonesia mengenai salah satu kejahatan yang diatur dalam Bab XXVIII, buku II KUHP tentang Kejahatan yang dilakukan dalam jabatan.
3. Pasal 8 KUHP berlaku bagi Nahkoda kapal Indonesia yang berada di luar Indonesia melakukan suatu kejahatan yang diatur dalam Bab XXIX dalam Buku II KUHP tentang kejahatan pelayaran dan Bab IX dalam Buku III KUHP tentang Pelanggaran Pelayanan.
Pengecualian dalam hal-hal yang diatur dalam Pasal 2, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 KUHP tersebut di atas yaitu pengecualian yang diakui oleh  Hukum Internasional. Pasal 88 Undang-Undang No.8 Tahun 2010 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 memperluas cakupannya, dengan jangkauan setiap orang (Orang perseorangan atau korporasi) yang di luar wilayah Indonesia memberikan bantuan, kesempatan, sarana dan keterangan untuk terjadinya dapat dikenakan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang No.25 Tahun 2003. 

B. Ruang Lingkup, Jenis-jenis Tindak Pidana Pencucian Uang, dikaitkan dengan Pasal 103 KUHP sebagai Asas Lex Spesialis Derograt Lex generalis.
Bab II KUHP yaitu mengatur tentang Kejahatan, KUHP tidak mengatur secara spesifik atau terperinci mengenai Tindak Pidana Pencucian Uang.
KUHP hanya mengatur tentang kejahatan-kejahatan yang bersifat umum, karena KUHP hanya mengatur tentang suatu kejahatan yang diatur dalam Bab II KUHP, sedangkan dalam Undang-undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah undang-undang yang mengatur kejahatan yang bersifat khusus yaitu kejahatan pencucian uang.
Ada beberapa Jenis Tindak pidana dalam KUHP, yang akan dijadikan sebagai Tindak Pidana Pencucian Uang tersebut terdapat pula dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 
Ada beberapa jenis tindak pidana yang tertera dalam KUHP yang salah Satu jenis dari Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering) yaitu tindak pidana pencurian, penggelapan dan tindak pidana perjudian, perbuatan curang (bedrog).
Tindak Pidana Pencucian Uang salah satunya dalam KUHP yaitu tindak pidana pencurian dalam KUHP yang diatur dalam Pasal 362, Pasal 372, Pasal 378, Pasal 303, Pasal 103 KUHP yang perinciannya sebagai berikut Pasal 362 KUHP tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yaitu :

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda palig banyak enam puluh rupiah.

Pasal 372 KUHP tentang tindak pidana Penggelapan yaitu :
Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (Zich Toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam, karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah.

Pasal 378 KUHP tentang perbuatan curang (Bedrog) 

Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (Hoedanigheid) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang. Diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Pasal 303 ayat (1) KUHP tentang Perjudian yaitu :
Diancam dengan pidana paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak enam ribu rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin : (Berdasarkan undang-undang No.7 tahun 1979, jumlah pidana penjara dan denda menjadi dua puluh juta rupiah).

Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 telah diatur secara terperinci dan spesifik tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (Money Laundering).
Ada beberapa jenis Tindak Pidana Pencucian Uang yang diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 yaitu :
Hasil tindak pidana adalah harta kekayaan yang berjumlah Rp. 500.000.00 (Lima Ratus juta rupiah) atau lebih atau nilai yang setara, yang diperoleh secara langsung atau tidak langsung dari kejahatan :

a. Korupsi.
b. Penyuapan.
c. Penyelundupan barang,
d. Penyelundupan tenaga kerja.
e. Penyelundupan imigran.
f. Perbankan.
g. Narkotika.
h. Psikotropika.
i. Perdagangan budak, wanita dan anak.
j. Perdagangan senjata gelap.
k. Penculikan.
l. Terorisme.
m. Pencurian.
n. Penggelapan.
o. Penipuan.
Yang dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia atau di luar wilayah Negara Republik Indonesia dan kejahatan tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia .

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dapat diberikan sanksi hukum yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No.8 Tahun 2010 yaitu;
Menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang diketahui atau patut diduga merupakan hasil Tindak Pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima tahun) dan paling lama 15 (Lima belas tahun) penjara dan denda paling sedikit Rp 5.000.000.000.00 (lima milyar) dan paling banyak Rp 15.000.000.000.00 (lima belas milyar).

KUHP tentang Aturan Penutup dalam KUHP yaitu : 
Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.

Tindak Pidana Pencucian Uang dilihat dari suatu pengertiannya, jenis-jenis Tindak Pidananya, Ruang lingkup dan asas dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang terdapat di dalam pasal 103 KUHP sebagai Asas Lex Specialis Derograt Lex generalis yaitu dalam Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilihat secara terperinci dari segi jenis dan sanksinya hukumnya dalam undang-undang No.8 Tahun 2010 sedangkan Undang-Undang No.25 Tahun 2003 sebagai pelengkap dari KUHP.
Bahwa suatu jenis Tindak Pidana yang akan dijadikan sebagai suatu Tindak Pidana Pencucian Uang dapat dilihat dari KUHP dan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 dalam suatu jenis tindak pidananya dan sanksi, maka dalam kasus Tindak Pidana Pencucian Uang lebih menggunakan Undang-Undang No.8 Tahun 2010 karena dalam KUHP tidak dijelaskan secara terperinci dan spesifik dalam hal jenis-jenis dari Tindak Pidana Pencucian Uang.

C. Dampak Tindak Pidana Pencucian Uang Bagi Masyarakat dan Negara, Aparat Para penegak Hukum.
Dampak kegiatan pencucian uang bagi masyarakat secara langsung, tidak merugikan orang tertentu atau perusahaan tertentu, karena sepintas tampaknya pencucian uang tidak ada korbannya.
Tindak Pidana Pencucian Uang tidak seperti halnya perampokan, pencurian atau pembunuhan yang ada korbannya dan yang menimbulkan kerugian bagi korbannya.
Munir Fuady mengatakan bahwa di jaman orde baru di Indonesia, yaitu pada waktu Suharto masih berkuasa sebagai Presiden Republik Indonesia, Pemerintah pada waktu itu tidak pernah menyetujui untuk mengkriminalisasi pencucian uang dengan membuat Undang-Undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Alasannya adalah karena pelarangan perbuatan pencucian uang di Indonesia hanya akan menghambat penanaman modal asing yang sangat diperlukan bagi pembangunan Indonesia.
Selanjutnya Munir Fuady mengatakan bahwa Kriminalisasi perbuatan pencucian uang justru merugikan masyarakat Indonesia karena akan menghambat pembangunan.
Menurut Sutan Remy Sjahde ini dalam bukunya yang berjudul Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan money laundering terhadap masyarakat, konsekuensi yang ditimbulkan dapat berupa :

1. Money Laundering memungkinkan para penjual dan pengedar narkoba, para penyelundup, dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya dan biaya perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau para pecandu narkoba.

2. Kegiatan money laundering mempunyai potensi untuk merongrong masyarakat keuangan (financial community) sebagai akibat demikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
Potensi untuk melakukan korupsi meningkat  bersamaan dengan peredaran jumlah uang haram yang sangat besar.

3. Pencucian (laundering) mengurangi pendapatan pemerintah dari pajak dan secara tidak langsung merugikan para pembayar pajak yang jujur dan mengurangi kesempatan kerja yang sah. Mudahnya uang masuk ke Kanada telah menarik unsur yang  tidak diinginkan melalui perbatasan menurunkan tingkat kualitas hidup dan meningkatkan kekhawatiran terhadap keamanan nasional.
John Mc Dowel dan Gary Novis mengemukakan beberapa dampak dari pencucian uang sebagai berikut :

1. Merongrong sektor swasta yang sah (undermining the legitimate private sector).
2. Merongrong integritas pasar-pasar keuangan (undermining the integrity of financial markets).
3. Mengakibatkan hilangnya kendali pemerintah terhadap kebijakan ekonominya (loss of control of economic policy).
4. Timbulnya distorsi dan ketidakstabilan ekonomi (economic distortion and instability).
5. Mengurangi pendapatan negara dari sumber pembayaran pajak (loss of revenue).
6. Membahayakan upaya-upaya privatisasi perusahaan negara yang dilakukan oleh pemerintah (risks to privatization forts).
7. Mengakibatkan rusaknya reputasi negara (highreputation risk).
8. Menimbulkan biaya sosial yang tinggi (social costs).
Dampak dari Tindak Pidana Pencucian Uang telah memberikan beberapa dampak makro ekonomis yang tidak menguntungkan dan sangat luas bagi masyarakat dan negara.
Tindak Pidana Pencucian Uang sangatlah besar dampak dan pengaruhnya untuk sebuah negara karena akibat dari Tindak Pidana Pencucian Uang mengurangi pendapatan pajak pemerintah karena objek pajaknya tidak dapat diketahui ke mana uang pendapatan pajak tersebut dipergunakan.
Akibat dari Tindak Pidana Pencucian Uang, pembayaran pajak menjadi lebih tinggi dari pada tingkat pembayaran pajak yang normal.
Tindak Pidana Pencucian Uang dapat mengancam upaya negara-negara yang sedang melakukan reformasi ekonomi melalui privatisasi dan kepercayaan pasar akan terkikis karena kegiatan pencucian uang dan kegiatan kejahatan di bidang keuangan yang dilakukan di negara yang bersangkutan.
Tindak Pidana Pencucian Uang berdampak secara global untuk negara yaitu rusaknya reputasi sebagai akibat kegiatan-kegiatan tersebut dapat mengakibatkan negara tersebut kehilangan kesempatan global yang sah akibat dikucilkan atau diembargo oleh dunia internasional sehingga dapat mengganggu pembangunan dan pertumbuhan ekonomi negara yang bersangkutan.
Peter J. Quirk Advisor kebijakan-kebijakan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang yang dimaksud adalah :

1. Dalam bidang pengawasan lalu lintas devisa (exchange controls).
2. Pengawasan bank terhadap pelaksanaan rambu-rambu kesehatan bank (prudential supervision).
3. Penagihan pajak (tax collection).
4. Pelaporan statistik (statistical reporting).
5. Perundang-undangan (legislation).
Kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (white collar crime) sampai ke pengadilan jauh lebih sulit daripada membawa kasus konvensional disebabkan oleh faktor-faktor sebagai berikut
1. Modus operandi dari white collar crime jauh lebih kompleks dibandingkan dengan kejahatan konvensional.
2. Pelaku while collar crime jarang yang mempunyai riwayat kriminal seperti yang umumnya dimiliki oleh pejabat konvensional.
3. Kerugian para korban dari white collar crime tidak jelas kerugian sebagai akibat dari kejahatan konvensional. Dalam kejahatan konvensional kerugian misalnya terbunuh atau lukanya korban, jadi sangat jelas kelihatan.
4. Penampilan pihak tersangka white collar crirne di pengadilan umumnya seperti orang-orang innocent, tidak kelihatan seperti penjahat.
5. Karena pelaku white collar crime umumnya merupakan orang terdidik, maka dia pintar merekayasa dan menyembunyikan kesalahannya.
6. Karena white collar crime umumnya orang terpandang dan memiliki banyak teman dan uang, maka dia dapat menyewa pengacara mahal dan handal, yang dapat membebaskan dia dari jeratan hukuman.
7. Karena pelaku white collar crime umumnya orang terpandang dan memiliki banyak teman dan uang, maka tidak terlalu sulit baginya untuk mendekati para penegak hukum, seperti polisi, jaksa, atau hakim di seluruh tingkat pengadilan.
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